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BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

_ bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih

dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara
komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;

. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah secara komprehensif dan

terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha
secara proporsional, efektif, dan efisien;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
(Lemvaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830},

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundeng-Undangan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urus_an Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2010;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah;

00, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:
~ Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
SAMPAH.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

9 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

—  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Siak.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang seclanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan

kerja 'perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintahan di bidang persampahan di daerah.

. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD
Pgrsampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
Persampahan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



9. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu
harus dilakukan.

10.Pengelolaan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

11.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.

12.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

13.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam
rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja
dan sampah spesifik.

14.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari
rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas
lainnya.

15.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsetrasi dan/atau volumenya
memerlukan pengelolaan khusus.

16.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartement,
kondominium, asrama, dan sejenisnya.

17 Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan
dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

12 Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang

dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

19 Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk
kepentingan nasional/berskala nasional.

20.Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah
sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

" 21.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa
bak/ bin/ tong/ kantong / keranjang sampah.

22.Tempat penampungan sementara yang sclanjutnya disingkat TPS adalah tempat
sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau
tempat pengolahan sampah terpadu.

23.Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

24 Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk

memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.

25.Residu adalah sisa dari sampah yang tidak dapat termanfaatkan kembali dan/atau
kurang dalam pemanfaatannya.

26.Landfill adalah tempat pembuangan sampah berupa residu.

27.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang
menghasilkan timbulan sampah.



28 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan
sampah.

29 Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan
sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

30.0rang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

31.Sistemn tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat
pengelolaan sampah yang tidak benar.

A9 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

33.Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana dibidang persampahan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

34.Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

35.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial, dan jasa usaha dapat juga disediakan oleh scktor swasta.

36.Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi
pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan  lokasi
pembuangan /pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak
termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

__37.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
' yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab,

asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan,
asas keselamatan dan asas nilai ekonomi. -

Pasal 3

Peny.elenggaraan pengeiolean sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang
bers%h, se_:hat dan nyaman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Sampah yang dikelela berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
a. sampah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
c. sampah spesifik.

(2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi;
. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

. sampah yang timbul akibat bencana;

. puing bongkaran bangunan;
sampah yang secara tekhnologi belum dapat diolah; dan/atau
sampah yang timbul secara tidak periodik.
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BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) Dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah
Daerah wajib menyusun rencana strategis atau dokumen rencana lainnya tentang
pengurangan dan penanganan sampah.

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sekurang-kurangnya memuat :

a. target pengurangan sampabh;

b. target penyediaan sarana dan prasarana mulai dari sumber sampah sampai
dengan TPA;

¢. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;

target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah
Daerah dan masyarakat; dan

€. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang
ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

{1) Pengelolaan sampah terdiri atas:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

(2) Pengelolaan sampah‘sébagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.



(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan demi kelancaran dan keberhasilan
pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara
nembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampabh, dan/atau pemanfaatan
kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan:

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi
ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

b. fasilitasi kepada perseorangan dan badan dalam mengembangkan dan
memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna
ulang sampah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
a. pemilahan;

pengumpulan,;
pengangkutan;

pengolahan; dan

o a0 T

pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan melalui
memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.

—(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah

tangga, kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 10
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan sejak

pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS /TPST sampai ke TPA
dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 11

a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggungjawab lembaga pengelola
sampah yang dibentuk oleh RT/RW;

b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;

e



c. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan
kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA,
menjadi tanggungjawab pengelola kawasan; dan

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber
sampah dan/atau dari TPS/ TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan
lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 12

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan
mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di
TPS/TPST dan di TPA.

2} Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan
g
kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 13

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e dilakukan
dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan
secara aman.

Pasal 14
(1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan

TPS/TPST di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan
kawasan khusus.

(2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan

teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana
tata ruang kawasan.

Pasal 16

TPS Sebagai_mana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diubah menjadi TPST
dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.



Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dapat membentuk lembaga
pengelolaan sampah.

(1)

(4

Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 di desa/kelurahan atau nama lainnya,
kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja
pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 19

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tingkat
Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing
rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah
tangga.

Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasi lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan

b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Desa/Kelurahan.

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tingkat
desa/kelurahan mempunyai tugas:

a. mengkoordinasi lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga,

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat
rukun tetangga sampai rukun warga; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat
pengolahan sampah terpadu ke Camat.

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tingkat
kecamatan mempunyai tugas:

a. mengkoordinasi lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat
rukun warga sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat

pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi
persampahan.



Pasal 20

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) pada
kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas
lainnya mempunyai tugas:

a. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;
b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS /TPST atau ke TPA; dan

c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 21

(1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi
persampahan;

(2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan atas:

a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;

c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada
SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 22

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa
layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala
Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pasal 24

Setiap orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan

lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung
jawab untuk itu;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan
pengawasan di bidang pengelolaan sampabh;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai
penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan
tempat pemrosesan akhir sampah; dan



e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik
dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Pasal 25

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang
berwawasan lingkungan.

Pasal 26

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan
fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 27

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan
pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 28

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak
dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 29

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki
izin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud
J -
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada
masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang
mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha
yang melakukan:

a.inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;



b.pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau

d.tertib penanganan sampah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang
melakukan:

a.inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau

b.pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan
perseorangan yang melakukan:

a.pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

b.pelanggaran tertib penanganan sampah.

(1)

(1)

Pasal 33

Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

a. pemberian penghargaan; dan/atau

b. pemberian subsidi.

Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat
berupa:

a. pemberian penghargaan;

b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;

c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
d. penyertaan modal daerah; dan/atau

e. pemberian subsidi.

Pasal 34

Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 dapat berupa:

a. penghentian subsidi; dan/atau

b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat
berupa:

a. penghentian subsidi,

b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau

c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 35

Kepala Daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan
usaha terhadap:

a. inovasi pengelolaan sampah;



b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

o

pengurangan timbulan sampah;

tertib penanganan sampah;

pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

™0 oo

pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 36

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32
disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 37

 Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah atau
Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampabh.

Pasal 38

(1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat
melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar
provinsi.

(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
a. penyediaan/pembangunan TPA;

b. sarana dan prasarana TPA;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau

e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan
sampah.

(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;

b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana
pendukungnya;

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA,;
d. pengelolaan TPA; dan/atau

e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 40

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 41

Pengelolaan sampah di Kabupaten Siak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Siak dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(1)

(2)

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak
negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;

a.relokasi;

b.pemulihan lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;
d.ganti rugi;dan/atau

e. bentuk lain.

Pasal 43

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
sebagai berikut:

a.
b

pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;

Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak
negatif pengelolaan sampah;

menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan
hasil kajian.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 45

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan

pengelolaan sampah; dan

c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya

peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 46

(1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf

a dilaksanakan dengan cara:
a. sosialisasi;
b. mobilisasi;



c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian insentif.
(2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf
b dilaksanakan dengan cara:
a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan; dan/atau
b. pemberian insentif.

(3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf
c dilakukan dengan cara:

a. penyediaan media komunikasi;
b. aktif dan secara cepat memberikan tanggapan; dan/atau

c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Sampah,;

b. sengketa antara Pengelola Sampah dan Masyarakat.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengaduan

Pasal 48

— (1) Setiap orang/warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis
kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang berkaitan dengan pengelolaan
sampah.

(2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa

Pasal 49

(1) Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan:
a. diluar pengadilan ; dan
b. didalam pengadilan.

(2) Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi arbitrase atau pilihan lain dari
para pihak.

(3) Mckanisme penyelesaian sengketa didalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.



Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 50

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan
sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 51

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan
pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada
tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

__(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;
h. mempunyzi anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan

c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan
anggaran dasarnya.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah
dilakukan oleh Kepala Daerah.

{2) Pelaksanaan pembiniaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan
evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XIII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 53
Setiap pengusaha/badeari; orang dilarang:
a.mengimpor sampal;
b.mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

- .3 1 . L @ s Le 1
c.wengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

d.membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota,

tempat terbuka, fasilitas umum dar jalan atau ditempat yang telah ditentukan dan
disediakan;



(58

(1)

(1)

(2)

melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat
pemrosesan akhir;

membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan
sampah; dan/atau

menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 54

Kepala Daerah dapat menerapkan sanksi administratif kepada pe.ngelola sampah
yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. paksaan pemerintah;

b.uang paksa; dan/atau

c. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi adrninistra_tif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 55

Bupati melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan
kepada Menteri.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam setahun.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 56

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
di bidang pengelolaan sampah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang pengelolaan sampabh;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah,;



—

—

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan

f meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.

BAE XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pedoman
pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sampah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pa=;! 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 59

~Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura

pada tanggal Oktober 2012
BUPATI SIAK,

”e
A&SYAMSUAR 7{/‘

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2012

KRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK%
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e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pedoman
pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sampah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI SIAK,

e
SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada ganggal 23 Oktnber 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ina Utama Madya
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e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang pengelolaan sampabh.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pedoman
pengelolaan sampah yarng telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sampah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI SIAK,

= —

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada fanggal 23 Oktober 2012
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12541114 197703 1 001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas
kehidupan masyarakat, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah, jika tidak
dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja
bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya
untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dalam bidang
pengelolaan sampah dengan tujuan utama tercapainya lingkungan yang bersih,
sehat dan indah, demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun Kkebijakan tersebut, Pemerintah daerah berupaya
semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna baik bagi kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat
dalam setiap proses pengelolaan persampahan, mulai dari pengaturan hak dan
kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, perijinan
bagi usaha pengelolaan sampah, telah terakomodir dalam ketentuan peraturan
daerah ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan di bidang pengelolaan
sampah.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung
keberhasilan pengelolaan persampahan di daerah, adanya kewajiban untuk
melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana/prasarana
pemilahan mulai tingkat sumber timbulan sampah. Sedangkan dalam pengelolaan
dan layanan persampahan Pemerintah Daerah menjamin masalah berkaitan dengan
pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan lancarnya masalah
pengangkutan sampah, penyedian sarana/prasarana, penyedian TPS/TPST maupun
TPA. Pemerintah juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam
rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang,

lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan
pengolahan samipah.

Disamping itu Pemerintah Daerah juga dimungkinkan memberikan
kompensasi atas kerugian atau adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat
pengelolaan dan pengolahan sampah. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu
membentuk Peratura Daerah tentang Pengelolaan Sampabh.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.



Pasal 2

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah Pemerintah Daerah
mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam rangka
memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan
sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah
lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap
kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini
maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah
perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber
daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan
sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada

masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam
pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran' adalah bahwa dalam pengelolaan
sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar
memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan
menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan
sampah harus menjamin keselamatan masyarakat serta menjamin dan
melindungi masyarakat dari berbagai dampak negative

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah
merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat
dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum seperti
jalan, trotoar, alun-alun dan taman kota.

Yang dimaksud fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta untuk kepentingan sosial
seperti rumah peribadatan, klinik, panti jompo.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan

lembaga pengelola persampahan

tingkat

desa/kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa

dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan sampah di tingkat

desa/kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas



Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

. Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas



Pasal 54 )
Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan paksaan pemerintah adalah merupakan suatu
tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban
biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah merupakan uang yang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari
pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal .56
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup Jelas
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Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas



